WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA PEKALONGAN

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan publik,

khususnya dibidang perizinan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perlu adanya kepastian hukum tentang kepastian prosedur,
kepastian waktu dan kepastian biaya serta produk pelavanan
yvang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh
pelayanan maupun bagi aparat Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan;

-bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2014

tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka
perlu dicabut dan diganti;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa



Memperhatikan: 1.
2.

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik
IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat Il Pekalongan,
Kabupaten daerah Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat 1l batang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
17 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal;

. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57A Tahun 2013

tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 57A);

. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2014

Tentang Tatacara Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2014 Nomor 56);

. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/493 Tahun 2016

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemrosesan Dan
Penandatanganan Perizinan di Kota Pekalongan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PEKALONGAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

2.
D

10.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP, adalah
kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang
Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permochonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang
dilakukan dalam satu tempat.

Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh
Perorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri
maupun Penanam Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota
Pekalongan.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman
modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,
dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah Pedoman bagi Aparatur yang
berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang



penyelenggaraan aktivitas di lingkungan pemerintah sesuai dengan
peraturan dan kewenangan vang berlaku.

11. Tim Teknis adalah kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan

Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan pelayanan perizinan.

BAB 1l
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan ini
adalah sebagai pedoman bag penyelenggara PTSP dalam menyelenggarakan
proses perizinan dan non perizinan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan adalah :
a.

sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sehingga dalam
pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan tepat waktu;

sebagai tolok ukur yvang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan serta komitmen atau
janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh
pelayanan sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik
yvang berkualitas.

Pasal 4
Manfaat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
adalah untuk :
a. standarisasi cara vyang dilakukan aparatur atau pelaksana dalam

b,

C.

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
menjamin konsistensi kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, biaya
dan prosedur.



BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis- jenis pelayanan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan yaitu:
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Izin Prinsip Penanaman Modal,
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger};
lzin Usaha;
Tzin Usaha Perluasan;
Izin Usaha Perubahan;
Izin Usaha Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal {merger);
Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang;
Izin Mendirikan Bangunan (IMB}, kecuali bangunan rumah tinggal 1 (satu)
lantai non perumahan dengan luas 50 m2 atau lebih kecil yang berada di
jalan lingkungan;
Izin Usaha Industri (1Ul) / Tanda Daftar Industri (TDI)
Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Tanda Daftar Gudang [TDG);
Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
lzin Usaha Angkutan;
1Z1n ‘I Tayek;
Tzin Reklame;
Izin Usaha Sarang Burung Walet;
Serifikasi Laik Hygiene Sanitasi;
Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan;
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
Izin Klinik;
Izin Klinik Kecantikan;
Izin Optikal dan Laboratorium Optik;
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
lzin Bejana Tekan;
Izin Ketel Uap;
Izin Usaha Peternakan (Pemotongan Hewan);
Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan REumah Susun;
Sertifikasi Laik Fungsi;
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT};
Izin Usaha Pembudidayvaan Tkan;
Izin Penyelenggaraan Rumah Kos; dan
Izin Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.



BAB [V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan memuat:
Dasar Hukum;

Persyaratan;

Mekanisme;

Biaya/ Restribusi;

Waktu Penyelesaian Izin.
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BAB V
BAGAN ATAU ALUR PROSES IZIN
Pasal 7
(1) Untuk menyelesaikan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dilakukan
dengan membuat bagan/ atau alur prosedur.
(2) Bagan/ atau alur prosedur menggambarkan langkah operasional dalam
bentuk gambar/ simbol.

(3) Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan bagan/
alur prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk buku

pedoman.
Pasal 8
Standar Operasional Prosedur wajib dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP,
Perangkat Daerah Terkait dan pemohon,
BAB VI
SANKSI
Pasal 9

Bagi semua pihak vang melanggar Peraturan Walikota ini dapat diberikan
sanksi baik kepada petugas pelayanan maupun penerima layanan.

Pasal 10

(1) Sanksi kepada petugas pelayanan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlalou.
(2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa:



a. Penolakan [zin;
b. Pencabutan lzin.

(3) Sanksi sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang memberikan izin, baik pada saat masih dalam proses maupun
setelah perizinan dikeluarkan atas rekomendasi dari PD Teknis,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Nomor 55 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Tahun 56), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Desember 2017

M. SAELANY MACHFUDZ
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOCR 43 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DAFTAR LAMPIRAN:

lzin Prinsip Penanaman Modal;

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal,;

lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger};

lzin Usaha;

lzin Usaha Perluasan;

Izin Usaha Perubahan;

Izin Usaha Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);

Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kecuali bangunan rumah tinggal 1
(satu) lantai non perumahan dengan luas 50 m2 atau lebih kecil yang
berada di jalan lingkungan;

. Izin Usaha Industri (IUl) / Tanda Daftar Industri (TDI)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Tanda Daftar Gudang (TDG);

Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

lzin Usaha Angkutan;

Izin Trayek;

izin Reklame;

. lzin Usaha Sarang Burung Walet;
. Serifikasi Laik Hvgiene Sanitasi;

Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan;

. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
. lzin Klinik;

. lzin Klinik Kecantikan;

. Izin Optikal dan Laboratorium Optik;

. lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

. Izin Bejana Tekan,

Izin Ketel Uap;

. lzin Usaha Peternakan (Pemotongan Hewan);

. Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun;
. Sertifikasi Laik Fungsi;

. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);



35. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
36. Ilzin Penyelenggaraan Rumah Kos;
37. Izin Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.
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